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PERATURAN PRESIDEN BEPUBLlX INDONESIA 

NOMOR 76 TAHUN 2011 

TENTANG 

ITRUBAHAN ATAS PERATURAN PRESWEN NOMOR 47 TAHUN 2009 

TF,NTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISAS1 KEMENTERlAN NEGARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pkok 

dan fungsi kementerian negara, perlu menetapkan Peraturan Pmiden 

tentang Pembahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 

tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

M e n m a t  : 1. Pasal4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 (kmbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan kmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

166, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4916); 

4. Peraturan . . . 
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4. Pemturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pemben* 
dan Orgmbasi Kementerian Negara; 

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PElL4TIJR.W 
PRFSIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN 
O W S A S I  REMENTERIAN NEGARA. 

Beberapa ketentuan dalarn Pemturan M i d e n  Nomor 47 Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 70 ayat (3) dihapus, s e w  Pasal 70 berb~t~yi 
sebagai berikut: 

Pasal70 

(I) Wakil Menteri berada di bawah dan bertangpang jamb 
kepada Menteri. 

(21 Wakil Menteri merupakan pejabat karir clan bukan 
merupakan anggota Kabinet. 

(3) Dihapus. 

2. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal , yaluu 
Pasal70A yang berbunyi sebagai berikut: 
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Hak keuangan dan fasilw lainnya bagi Wakil Menteri diberikan 

setingkat dengan jabatan strukhrral eselon la. 

3. Ketentusn Pasal 91 ayat (1) diubah, sehingga P a d  91 berbunyi 

sebagai berikut: 

(1) S&reWis Kernenkrim Koordinator, Sekretaris Jendera], 

Sekretaris Kementerian, Deputi, Dhktu r  Jenderal, Inspektur 

Jenderal, dan Kepah Badan adalah jabatan stsuktural eselon 

La. 

(2) Staf Ahli adalah jabatan stmktural eselon 1.b atau sermdah- 

renc&hnya eselon U.a. 

(3) Kepala Bh, Direktur, Asisten Deputi, Kepala F'usat, lnspektur, 

Sekretaris Direktorat Jended, Sekretwis Badan, dan 

Sekrehrh Inspektorat jenderal adalah jabatan struktural 

eselon U.a. 

(4) Kepala Bagkin, Kepals Bidang, clan Kepala Subdirehrat 

adalah jabatan shvktural *Ion IILa. 

(5) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepah Seksi adalah 

jabatan struktural eselon W.a. 
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Ditetapkan di Jakartol 

pada tan~gal1S Olaober 20 1 1 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Salinan sesuai dengan aslinya 


